
BUPA.TI PINRA.NG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR 43 i�Wt\ tDJ..' 

TENTANG 

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PJNRANG, 

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola 
pcmerintahan yang efektif dan elisien guna 
meningkatkan kmerja pcmerintahan dan 
pclayanan publik, perlu dilakukan 
pcnycdcrhanaan birokrasi; 

b. ba.hwa bcrdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Sistcm Kerja pada Jnstansi 
Pemerinlah untuk Pcnycderhanaan Birokrasi, 
pcnyesuaian sistim kerja merupakan salah satu 
tahapan dalam TCfonnasi birokrasi setelah 
dilakukan penyederhanaan struktur organisasi, 
pcnyetaraan jabatan; 

c. bahwa berdasarkan pcrtimba.ngan sebagaimana 
dimaksud da1am huruf a, huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem 
Ke!Ja Pada Aparatur Sipil Negara; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembcntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomoc 74, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repub!ik Indonesia Nomor 5234), aebagwmana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan ' 



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndcneera Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), scbagaimana tclah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pcmerintah Pengganti 
Undang-undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran 
Negara Republik lndonensia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Pcraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pcrangkat Oaerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Repub!ik 
Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 72 
Tahun 2019 tcntang Perubahan Atas Pcraturan 
Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
6402]; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Ncgeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pcrubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 t 



tentang Manajemen Pegawai Negen Srpil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 68, Ta.mbahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 6477); 

7. Pcraturan Mentcri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Rcformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181); 

8. Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 
Tahun 2020 ten tang Pembentukandan Susunan 
Perangkat (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANO SISTEM KER.JA 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANO. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pa,aJ I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan- 
1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin 
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

J. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
4. Sckretaris Oaerah adalah Sekretaris Daer&h Kabupaten 

Pinrang. 
5. Asisten adalah Asiaten di lingkungan Sekrctariat Daerah 

Pemerintah Kabupaten ?inrang. 
6. Aparatur Sipil Negara yang selanJuUlya d11ingkat ASN adalah 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja pada Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat 
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugae negara lainnya dan digaji 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Instansi Pemerintah adalah perangkat pemerintahan diluar 
Pemerintah kabupaten pinrang. 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupab dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi t kewenangan daerah. 



9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tuga.s, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN 
dalam suatu satuan organisasi. 

10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan 
tinggi pratama pada instansi pemerintah. 

11. Jabatan Administxasi ada1ah sekelompok jabatan yang beris.i 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan pubhk serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

12. Jabatan fungsional adalah kclompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungaional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tenentu 

13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

14. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pcgawai ASN yang 
mcnduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 

15. PcJabat Administraa1 adalah Pegawai ASN yang menduduki 
Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. 

16. Pcjabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Srpil Negara yang 
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemenntah. 

17. Pejabat Pelaksana adalah CPNS dan PNS di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pinrang yang mendudukl Jabatan 
Pelaksana. 

18. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang 
membentuk suatu proses aktivitas Pelaksanaan tugas dan 
fungsi organisasi. 

19. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan 
mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Ape.ratur Sipil 
Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis 
elektronik. 

20. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang 
menggambarkan alur Pelaksanaan tugas Pegawai Ape.ratur Sipil 
Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan 
mengcdepankan kompctensi, keahlian dan/atau keterampalan. 

21. Pro&es Bisnis adalah kumpu\an aktivitas terstrUktur yang 
menggamba.rkan hubungan kerja yang efektif dan efisien 
antarunit organisa.si untuk menghasilkan kinerja dan ke!uaran 
yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pcndirian 
organisasi 

22. Unit Organisasi adalah bagian dari atruktur organisaai yang 
dapat dipimpin oleh PeJabat Administrator, Pejabet Pengawas, 
atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu 
unit kerja manditi berdasarkan ketentuan pcraturan \ 
perundang-undangan. 



23. Pilnpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama, PejabatAdministrator, Pejabat Pcngawas, atau Pcjabat 
Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit 
orga.nisasi tertentu. 

24. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan tangsung dengan 
ketentuan paling rendah pcjabat pcngawas atau pcjabat lain 
yang diberi pendelegasian kewenangan. 

25. Pcnugasan adalah pcnunjukan atau pengajuan sukarela 
Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugae 
tertentu d1 bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode 
waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau 
keterampilan. 

26. Siatem Pemerintahan Berba.sis Elektronik yang aelanjutnya 
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 
memanfaatkan teknologi infonnasi dan komunikasi. 

BAB II 
F'UNGSJ, TUGAS DAN PERAN ASN 

Bagian Kesatu 
Umum 

.. .., 2 

Pegawai ASN terdiri atas: 
a. Pegawai Negeri Sipil; dan 
b. Pegawai Pemerintah dengan Pcrjanjian Kerja. 

Bagian Kedua 
Fungsi 

Pegawai ASN berfungsi sebagai: 
a. pelaksana kebijakan publik; 
b. pelayan publik; dan 
c. perckat dan pemersatu bangsa. 

Bagian Ketiga 
Tuga, 

Pa,aJ4 

Pegawai ASN bertugas: 
a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PeJabat 

Pembina Kepegawaian sesuai dcnga.n kctcntuan peraturan I perundang-undangan; 



b. membenkan pelayanan pubhk yang profesionaJ dan 
berkuaJitas; dan 

c. mempererat persatuan dan keeatuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Bagian Keempat 
Pe= 

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan 
pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan 
pe\ayanan publik yang profesionaJ, bebas dari intervensi politik, 
serta bersih dari pmktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

BAB JI[ 

JABATAN ASN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 6 

Jabatan ASN terdiri atas: 
a. Jabatan Administrasi; 
b. Jabatan PungsionaJ; dan 
c. Jabatan Pimpinan Tinggi. 

Bagian Kedua 
Jabatan administrasi 

....,, 
Jabatan Administrasi sebagaimana drmaksud daJam Pasal 6 
huruf a dari yang paling tinggi kc yang paling rendah terdiri atas: 
a. jabatan administrator; 
b. jabatan pengawas; dan 
c. jabatan pelakaana. 

Pau!B 

(!) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertanggung jawab 
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik 
sena administrasi pemerintahan dan pembangunan. 1 



(2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf b benanggung jawab mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 
pclaksana. 

[3) Pejabat dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c bertanggung jawab mc\aksanakan 
kegiatan pelayanan publik serte administras1 pemerintahan 
dan pembangunan. 

Bagi.an Ketiga 
Jabatan Fungsional 

Paoal 9 

(I) Jabatan Fungsional dalam ASN tcrdiri alas Jabatan 
Fungsional kcahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan. 

(2) Jabatan Fungsional kcahlian sebagaimana dlmakaud pada 
ayat (I) dari yang paling tinggi kc yang paling rendah terdiri 
atas: 
a. ahli utama; 
b. ahli madya; 
c. ahli muda; dan 
d. ahli pertama. 

(3) Jabatan Fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dari yang paling tinggi kc yang paling rendah 
tcrdiri atas· 
a. penyelia; 
b. mahir; 
c. terampil; dan 
d. pemula. 

Paoal 10 

(I) Jenjang Jabatan Fungsional ahli utama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 a,yat (21 huruf a, mclaksanakan 
tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi 
pmfesional ungkat tertinggi. 

(2) Jenjang Jabatan Fungsional ahli madya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa.1 9 ayat (2) huruf b, melaksanakan 
tuga• dan rungsi utama yang mensyaratkan kuslifikaa1 
profeaional tingkat tinggi. 

(3) Jenjang Jabe.tan Fungsional ahli muda sebagaimana 
dimaluaud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, melaksanakan 
tugas dan fungai utama yang menayaratkan kualifikaai I profesional tingkat \anjutan. 



{4) Jenjang Jabatan Fung11ional ahli pc:rtama 11ebagaimana 
dimak!lud dalarn Pasal 9 ayat (2) huruf d, melaksanakan 
tugae dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi 
profesional tingkat dasar. 

(SJ Jenjang Jabatan Fungsional penyelia 11ebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) hurur a, melaksa.nakan 
tugas dan fungsi koordinasi dalam Jabatan Fungsional 
keterampilan. 

(6) Jenjang Jabatan Fungs,onal mahir 11ebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, melaksanakan tugas dan 
fungsi utama dalam Jabatan Fungsional keteramptl.an. 

{7) Jenjang Jabatan Fungsional terampil sebegafmana 
dimaksud da1arn Pasa.1 9 ayo.t (3) huruf c, melaksanakan 
tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam Jabatan 
Fungsional keterampilan. 

(8) Jenjang Jabatan Fungsional pc:mula sebagaimana 
dimaksud dalam Par.a.I 9 ayat (31 huruf d, melaksanakan 
tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam Jabatan 
Fungsional keterampilan. 

Bagian Keempat 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

Pasal 11 

Jenis Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf c di lingkup Pemerintah Daerah berupa Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama. 

BAB IV 
SlSTEM KERJA 

Pasa.l 12 

(1) Setelah dilaksanakannya penyederhanaan struktur dan 
pc:nyetaraan jabatan kebijakan penyederhanaan birokrasi, 
perlu dilakukan pc:nyesuaian Sistem Kerja ASN. 

(2) Penyesuaian Sislem Kerja !IC"bagaimana drmaksud pada ayat 
(1) meliputi Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis. 

Paaa.l 13 

Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi pc:gawai ASN 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisa.si pada 
Pemerintah Daerah setelah pc:nyederhanaan struktur organisa.si 
dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan f birokrasi. 



Pua! 14 

MaluJud dan tujuan penyeeuaian Sistem Kerja eebagaimana 
dimaksud dalam Paaal 12 ayat (I) yaitu; 
a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan eflsien; 
b. memastikan pencapaian tujuan, etrategi, dan kinerja 

Perangkat Oaerah; 
c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ASN; clan 
d. mengoptima1kan pemanfaatan teknologi infonnasi dan 

komunikasi. 
BAB V 

MEKANISME KERJA 

Bagian Keeatu 
Umum 

Paaal 15 

Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 12 ayat (2) 
digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan 
tugas pegawai ASN untuk mendukung mewujudkan organisasi 
yang efektif, lincah, dan dinamis. 

Pasal 16 

Mekanisme kerja dilaksanakan dengan prinsip: 
a. orientasi pada hasil; 
b. kompetensi; 
c. profesionalisme; 
d. kolaboratif; 
e. transparansi; dan 
f. akuntabel. 

Pasal 17 

(l) Mekanisme kerja sebagrumana dunaksud dalam Pasal 12 
terdiri ata.s· 
a. kedudukan; 
b. penugasan; 
c. pelaksanaan tugas; 
d. pcrtanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
c. pengelolaan kinerja; dan 
f. pemanfaatan teknologi informasi clan komunikasi. 

I 



(2) Mekaniame kerja d1gunakan sebagai acuan dalam 
pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai ASN. 

Bagi.an Kedua 
Kedudukan 

Pasal 18 

(I) Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (!), 
merupakan pengg.ambaran posu,1 kedudukan Pejabal 
Fungsional dan Pelaksana dalam struktur organisasi dengan 
Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung, yang 
tergambarkan dalam struktur organisasi dan tat.a kerja 
organiaasi. 

(2) Kedudukan Jabatan Fungsional dan Pelaksa.na didasarkan 
at.as pertimbangan rentang kendali dan beban tugas 
organisasi dalam pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional 
dan Jabatan Pelakaana. 

(3! Pola kedudukan Jabatan Fungsional berdasarkan 
pertimbangan rentang kendali dan beban tugas organisasi 
sebagaimana drmaksud pada ayat (2), yaitu: 
a. Jabatan Fungslonal ahli utama dan ahli madya 

berkedudukan dibawah Jabatan Tinggi Pratama yang 
berperan selaku atasan langsung dan Pejabat Penila1 
Kinerja; 

b. Jabatan Fungsional ahli muda bef"kcdudukan dibawah 
Jabatan Administrator atau Jabatan satu tingkat 
diatasnya yang berperan &elaku atasan langsung dan 
Pejabat Penilai Kinerja; 

c. Jabatan Fungsional ahli pertama dan Jabatan Fungsional 
peda semuajenjang kategori keterampilan berkedudukan 
dibawah Jabatan Pengawas at.au Jabatan satu tingkat 
diatasnya yang berperan selak.u atasan langsung dan 
Pejabat Penilai Kinerja. 

!41 Pola kedudukan Jabatan Pelaksana berdasarkan 
pertimbangan rentang kendali dan beban tugas organisasi 
sebagaimana drmakeud pada ayat (2), yaitu: 
a. Jabatan Pelaksana berkcdudukan dibawah Jabatan 

Pengawas yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja; •= 
b. Jabatan Pelaksana berkcdudukan dibawah Jabatan 

Administrator yang berperan selaku Pejabat Penilai 
Kinerja, dalam hal udak ada Jabatan Pengawas yang 
melakaanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrator I de.lam suatu unit organisasi. 



{Si Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk mcmimpin 
suatu unit kcrja mandiri berdasarkan ketentuan pcraturan 
perundang-undangan, Pcjabat Fungsional terscbut dapat 
mcmbawahi Pejabat Fungaional dan Pelakaana. 

Pa.al 19 

Rindan Kcdudukan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 18 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
tcrpisahkan dalam pcraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Penugasan 

Pasa.120 

Ill Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelakaana dapat bekcrja 
seca.ra mdivrdu dan/atau dalam tim kerja melalui pcnugasan, 
sesuai dengan kcbutuhan organisasi, dcngan 
mcngedcpankan profesionalisme, kompctcns:i, dan ko!aborasi 
berdasarkan keahlian dan/atau kctcrampilan. 

(2) Penugasan sec:ara individu dan/atau dalam tim kcrja 
acbagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat mclibatkan 
Pejabat FungsionaJ dan Pejabat Pelaksana yang bcrasa\ dari 
dalam I (satuJ unit organisasi, lintas unit organisa.si, dan 
lintas lnstansi Pemerintah. 

Pasa.l 21 

(I) Penugaaan indMdu bagi Pejabat Fungaional dan Pejabat 
Pelaksana dalam I (aatu) unit organiaasi acbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilakukan melalui 
mekanismc pcnetapan surat pcrintah dan/atau bukti 
penugasan lainnya accara tertulis ataupun c\ektronik dari 
Pejabat Pemlai Kinerja kepada yang bcraangkutan. 

(2) Penugasan individu bagi Pejabat Fungsional dan PeJabat 
Pelaksa.na dalam I (satu) unit organisasi. yang dilakukan 
melalui mekamsme penetapan surat penntah aeba&a,imana 
dimaksud pada ayat (1), diaenai dengan pencantuman: 
a. maksud dan tujuan penugasan; 
b. ckspcktas1/targct lo.ncrja dari Pejabat Fungsional 

dan/atau Ptjabat Pelaksana yang akan ditugaskan; 
c. durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan Pejabat 

Pclakaana dalam menyclceaikan ckapektaai/targct I kincrja; dan 



d. pengaturan penugasan lainnya, untuk menunjang 
efektivitas, kualita.s dan akselerasi pencapaian target 
kinerja yang ditetapkan. 

(J) Penugasan individu bagj Pejabat F'unga.ional dan Pejabat 
Pelaksana lintaa unit organisasi dan/atau Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilakukan 
dengan mekanisme pengajuan pennohonan dari Pimpinan 
unit organiaasi dan/atau Perangkat Daerah 
pemohon/pemilik kinerja kepada Pimpinan unit organisasi 
dan/atau Pimpinan Perangkat Daerah dimana Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana berada, dengan 
mencantumkan. 
a. maksud dan tujuan pennohonan penugasan Pejabat 

Fungsional dan Pejabat Pelaksana; 
b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang 

dibutuhkan; 
c. eka.pektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan 

Pejabat Pe\aksana yang akan ditugaskan; dan 
d. durasi pelibatan Pejaba.t Fungsional dan Pelaksana. 

(41 Penugasan individu bagi Pejabat Fungsional dan Pejabat 
Pelaksana lintas instansi pemenntah sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 20 ayat (2), dilakukan dengan mekerueme 
pengajuan pennohonan oleh Bupati kepada Pimpman 
instansi pemerintah dimana Pejabat Fungsional dan Pejabat 
Pe\aksana berada, dengan mencantumkan: 
a. maksud dan tujuan pennohonan penugasan Pejabat 

Fungsional dan Pejabat Pelaksana; 
b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang 

dibutuhkan; 
c. ekspektast/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan 

Pejabat Pe\aksana yang akan ditugaskAn; dan 
d. durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana. 

(5) Penetapan Surat Penntah untuk penugasan individu, dengan 
ketentuan: 
a. Surat Perintah untuk penugasan individu lintas unit 

organisasi dalam I (satu) Perangkat Daerah ditetapkan 
oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; 

b. Surat Perintah untuk penugasan indivtdu lintas 
Perangkat Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; 

c. Surat Perintah untuk penugasan individu lintas instansi 
pemerintah ditetapkan oleh Bupati; dan 

d. dalam hal terdapat Ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan yang mengamanatkan pembentukan tim kerja, 
maka penetapan tim kerja dilakukan berdasarkan 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud. I 



Pasal 22 

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam 
tim kerja dalam I (satu) unit organisasi sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 20 ayat (2), dilakukan mclalui 
mckani:sme pcnetapan surat pcrintah dari Pejabat Pemlai 
Kinerja, dengan mencantumkan: 
a. maksud dan tujuan pcnugasan tim kcrja; 
b. ekspcktasi/target kinerja dari tim kcrja yang akan 

ditugaskan; 
c. dura.si pclibatan tim kerja dalam menyelesatkan 

ekspcktasi/target kincrja; dan 
d. pcngaturan pcnugasan lainnya, untuk menunjang 

efektivitas, kualitas dan aksc\erasi pcncapaian target 
kinerja yang ditetapkan. 

(ZJ Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pclaksana dalarn 
tim kerja lintaa unit organisasi dan/atau Pcrangkat Daerah 
scbagaimana dimakaud dalam ?asal 20 ayat (21, dilakukan 
dengan mckanisme pengajuan pcnnohonan pclibatan 
Jabatan Fungsional dan Pejabat Pclaksana dalam tim kerja, 
dari Pimpinan unit organisasi dan/atau Pcrangkat Daerah 
pcmohon/pcmilik kinerja kepada Pimpinan unit organisaai 
dan/atau Perangkat Daerah dimana Pejabat Fungsional dan 
Pejabat Pelaksana berasaJ, dengan mencantumkan: 
a. maksud dan tujuan pennohonan pcnugasan Pejabat 

Fungsional dan pelaksana; 
b. kompetenai. keahlian, dan/atau keterampilan yang 

dibutuhkan; 
c. ekspcktasi/targct kinerja dari Pejabat Fungsional dan 

pclaksana yang akan ditugaskan; dan 
d. durasi pclibatan Pejabat Fungsional dan Pclaksana. 

(3) Jawaban ataa pcnnohonan pelibatan Jabs.tan Fungsional dan 
Pejabat Pelaksana sebagaimana dunakeud pada ayat (2) 
berupa persetujuan dan/atau penolakan pennohonan, yang 
selanjutnya disampaikan aecara terulia dari Pimpinan unit 
organisasi dan/atau Pcrangkat Daerah dimana Pejabat 
Fungsional dan Pejabat Pelaksana berada kepada Pimpinan 
unit organisaai dan/atau Perangkat Dacrah 
pemohon/pemilik kmerja. 

(4) Surat Perinlah penugasan Lim kerja lintaa Perangkat Daerah 
ditetapkan o\ch Sekretaria Daerah. I 



PasaJ 23 

fll Susunan t.lm kerja sebagaim.ana dimaksud dalam PasaJ 22, 
terdiri atas: 
a. ketua lim; dan 
b. anggota lim. 

(2) Ketua tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, dapet berasal dari Jabetan Pimpinan Tinggi Pratama, 
Jabatan Administrator, Jabatan F'ungaional atau Jabatan 
Pelaksana. 

(31 Dalam ha! dibentuk tim kerje, lintas unit organisasi dan/atau 
ltntas Perangkat Daerah, ketua tim diutamakan berasaJ dari 
unit organisasi dan/atau Perangkat Daerah pemilik kinerja. 

(41 Jumlah lim kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan beban 
tu gas. 

PasaJ 24 

(II Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana 
dilakukan melalui: 
a. penunjukan; dan 
b. pengajuan sukarela. 

{2) Penugasan melalui penunjukan sebagaimanadimaksud pada 
ayat ( l) merupakan penugasan langsung kepada Pejabat 
F'ungsional atau Pejabat Pelaksana oleh Pejabat Pemlai 
Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk 
melaksanakan kinerja tert.entu. 

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat {11 
merupakan penugasan Pejabat F'unpional atau Pe\aksana 
atas dasar permohonan aktir dari Pejabat F'ungsional atau 
Pejabe.t Pelaksana untuk melaksanakan kinel)a tertentu. 

(4) Pengajuan sukarela untuk lintas unit organisas1 dan/atau 
lintas Perangkat Daerah bagi Pejaba.t F'unpional atau 
Pelaksana, dilakukan berdasarkan persetujuan atasan 
Janpung/Pejabat Penilai Kinerja. 

(SJ Penuga.san sebaga.irnana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan 
o\eh Pirnpinan Unit Organisasi dan/ atau Pejabet Penilai 
Kinerja. 

Pasal 25 

Dalam ha! dan keadaan tc:rtentu, Pejabat F'ungsional dan Pejabat 
Pelaksana dapat ditugaskan secara mdividu dan/atau tim kerja 
untuk melaksana.kan tugas yang bereifat insidcntil sesuai 
kebutuhan organisasi. I 



Pua! 26 

Rincian Penugasan aebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 
tercantum dalam La.rnpiran yang merupakan bagian tidak 
terp!sahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 
Petaksanaan Tugaa 

Pasal 27 

{I) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana 
atas penugasan yang diberikan meliputi pelaksanaan tugas 
dalarn I (satu) unit organisasi, lintaa unit organisaai, dan 
lintas lnstanai Pemerintah. 

(2J Pelakaanaan tugas dalatn I (satu) unit organisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. untuk pelaksanaan tugas secara individu, Pejabat 

F\mgaional melakeanaka.n tugas seauai dengan ketentuan 
butir kegiatan Jabatan Fungaicnal maaing-muing, yang 
diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja unit 
organisasi dengan memperhatikan arahan dan strategi 
pimpinan unit organisasi serta pcrcncanaan kerja yang 
telah diausun; 

b. untuk pelaksanaan tugaa secara individu, Pejabat 
Pelaksana melaksanaka.n tugas sesuai uraian tugas 
Jabatan Pelaksana yang dreelaraekan dengan tugas, 
fungsi, dan kinerja unit organisaai dengan 
memperhatikan arahan dan strategi pimpinan Unit 
Organisasi serta perencanaan kerja yang telah disusun; •= c. untuk pelaksanaan tugas dalam tim kerja, dilakukan 
dalam hal tugas yang dilaksanakan memerlukan 
keterlibatan dan kolaboraai Pejabat F'ungsional dan/atau 
Pejabat Pelaksana dalam Unit Organisasi, dengan arahan 
dan strategi pimpinan Unit Organisasi dan dalam 
pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan 
Pejabat lain atau tim kcrja lainnya. 

(J) Pelaksanaan tugas yang bersirat lintas unit organisasi atau 
llntaa Perangkat Daerah sebagaimana dunaksud pada syat 
(1), dilakukan dalam hal tugas yang dilak3anakan 
memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Furtgsacnal 
dan/atau PeJabat Pelaksana lintaa Unit Organisasi atau 
Perangkat Daerah, dengan arahan dan atrategi pirnpinen Unit 
Organisasi pemilik kinerja dan dalam pelaksanaan tugasnya 
dapat berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja 
lainnya. 1 



Pasal 28 

(I) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja diperlukan pembagian 
langgungjawab antara Pejabat Penilai Kinerja, Pim pin an Umt 
Organisaai, Kctua Tim Kerja dan Anggota Tim Kcrja. 

(2) Tanggungjawab Pejabat Penilai Kerja sebaplmana dimaksud 
pada ayat (1), meliput1: 
a. menyusun dan menetapkan road mop dan rencana kerja 

organisasi; 
b. memaatikan pelakaanaan tugaa dan fungsi organisaai 

eejalan dengan stratcgi dan tujuan organisasi; 
c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata 

kelola, dan sumberdaya yang optimal; 
d. memastikan pcngambilan keputusan yang tepat dan 

efektif; dan 
e. memaatikan kolaborasi dan sinergitaa pelakaanaan tugas 

dan fungsi antar unit organisaai. 
Pl Tanggung jawab Pimpinan Umt Organsiasi sebagaimana 

drmakaud pada ayat (I), metiputi: 
a. menyuaun dan mcnetapkan rcncana kegiatan; 
b. menyediakan dukungan aumberdaya untuk pelaksanaan 

kegiatan; 
c. memberikan arahan terpadu, input, dan feedback atas 

pelaksanaan kegiatan; 
d. memastikan kolaboraa1 dan sinergiaitas pelaksanaan tugae 

antar tim; dan 
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim. 

(4) Tanggung ;awab Plmpinan Ketua Tim Kerja scbagaimana 
dimak3ud pada ayat ( I), meliputi: 
a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan; 
b. membagt peran anggota tim seeuai dengan kompetensi, 

keahlian, dan/atau keterampilan; 
c. melaksanaan kegiatan SC3Uai dengan perencanaan; 
d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim; 
e. melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat 

penilai kinerja dan pimpinan unit organisaai yang 
bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian 
kinerja pejabe.t rungsional dan pelaksana; dan 

c. melaksanakan kolaboraai dan ainergiaitas pelaksanaan 
tugas antar anggota tim. 

(SI Tanggung jawab Anggota Tim Kcrja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), mcliputi: 
a. menyusun rencana kerja indivrdu: 
b. melaksanakan kincrja scsuai ekspektasi kctua tim; dan 
c. mclaporkan haeil kcrja kepada ketua tim. 

I 



Pasal 29 

Rincian Pelaksanaan tugas Pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tJdak terpiaahkan dalam Peraturan Bupali 
ini. 

Bagian Kclima 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Togas 

Pasal 30 

Pejabat Fungsiona1 dan Pelaksana yang ditugaskan secara 
individu melaporkan pelaksa.naan tugasnya secant langsung 
kcpada Pejabat Penilai Kinerja/atasan langsung. 

Pasal 31 
(l) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, 

PeJabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berperan 
sebagai anggota tim mclaporkan pelaksanaan tugas kcpada 
ketua tim. 

(2) Pejabat fi'ungsional dan Pelaksana yang berpcran sebaga( 
kctua tim mclaporkan pelaksanaan tugas tim kcrja kepada 
Pimpinan Unit Organisasi dan/atau Pimpinan Perangkat 
Oaerah seeara berkala. 

(3) Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwcnang 
untuk mcminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota 
tim kerja. 

Pasal 32 

Rincian pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 tcrcantum dalam lampiran 
yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati 
ini. 

Bagian Keenam 
Pengelolaan Kinerja 

Pasal 33 

(1) Pengelolaan lanerja Pejabat Fungsional dan Pejabat 
Pelakaana baik yang bekerja secara individu maupun dalam 
tim kerja terdiri atas: 
a. perencanaan kinerja yang mcliputi penetapan dan 

klarilikasi ekepektaei; 
b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang 

meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan 
balik berkelanjutan dan pengcmbangan kincrja pegawai; 

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; •= I 



d. lindak lanjut basil evaJuasi ldne?Ja yang mchpuli 
pemberian penghargaan dan sanksi.. 

(2) Pengclolaan kincrja Pejabat Fungsiona] dan Pelaksana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai 
dcngan kctcntuan peraturan perundang· undangan yang 
mengatur mengenai pcngclolaan kinerja Pejabat Fungsional 
dan Pejabat Pelaksana. 

(3) Ketentuan mengenai pengclolaan kinerja scbagaimana 
dimaksud pada ayat (11 diatur dengan Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kctujuh 
Pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Komunikasi 

Pa,aJ 34 

(1) Perangkat Daerah mengutamakan layanan administrasi 
pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan 
aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung Sistem 
Kerja Pera.ngkat Dacr&.h. 

(21 Aplikasi SPBE sebagaimana dimakeud pada ayat (I) berupa 
aplikaai umum berbagi pakai. 

(3) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan 
komumkasi dalam mendukung Sistem Kcrja 
dikoord.inasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah 
Daerah. 

BABVI 
PROSES BISNIS 

Paaa.135 

(1) Penyuaunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Pemerintah 
Daer&.h untuk mcnggambarkan hubungan kerja yang efektif 
dan cfisien antar Perangkat Daerah dan/atau antar unit 
organiaasl Perangkat Daerah. 

(21 Untuk Penyesuaian Siatem Kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa.l 12 sampai dengan Pasal 34, Pemerintah Daerah 
dan/atau Perangkat Daerah melakukan pcrbaikan dan 
pengcmbangan Proses Bisni1. 

13) Perbaikan dan pengembangan Proses BiS11is mela1ui rcviu dan 
evaluasi dapat dilakukan dengan penycsuaian standar 
operasional prosedur. 

(4) Reviu dan eva1uasi scbag.aimana dimaksud pada ayat (JJ 
dilakukan tcrhadap: 
a. peta sub proses: 
b. peta rclasi, 
c. peta lintas fungsi; dan/atau 
d. peta level I dan turunannya. 



(51 Tata eera penyusunan peta proses bisnis lnstansi Pcmerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I], ayat(2J dan ayat (3) 
dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

BAB Vil 

KETEmi.JAN PENUTUP 

Pasal 36 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da\am Berita Oaerah 
Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinnrng 
pada tanggal, SS•91.f"''•• ,.,,_, 
BUPATI PINRANO, 

t�;MID 

Dlundafl,gkan di Pinrang 
pada , u � .IIOll'l 

ARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

BERIT DAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR '49 t 



LAMPIRAN 
PERA1URAN BUPATI PINRANG 
NOMOR li(} TAHVN � 
TEITTANO SJSIBM KER.IA APARA'TIJR 
SIPIIL NEGARA 

I. MEKANTSME KERJA DAN KEDUDUKAN 
I. I SEKRETARIAT DAERAH 

a. Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Pcnilai Kinerja 

1) Kedudukan 

ASISTEN OAERAH ASISTEN OAERAli 

l �Ml'O-.JF-DAN ! 
, -· I L ... - 

Gambar l. Sekretaris Oaerah eebagai Pejabat Pcnilai Kinerja 

Gambar 2. Mekamsme kerja Sekretariat Oaerah yang dipimpin oleh Sekda � 
dcngan Sekda sebagai Pcjabat Pcnilai Kinerja I 
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b. As1sten Oaerah sebaga.i Pejabat Penilai Kinerja 

I) Kedudukan 

SEKOA 

1 .. 
KElOVPOK JF DAN .............. 

· r ---- --- .. --. 
Gambar 3. Kedudukan Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

21 Alur meka.nisme Kerja 

I Gambar 4. Alur As1sten Daerah scbagai Pejebat Penilai Kinerja 
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c. Kepa\a Bagian aebaga.i Pejabat Penilai Kinerja 
I) Kedudukan 

ASISTEN DAERAH 

,- 
t��� .. · 

Gambar S. Kedudukan Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

2) Alur mekanisme kerja 

Gambe..r 6. Alur Kepala Begian sebagai Pe1abat Penillll Kinei:,a 
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1.2 SEKERTARIAT DEWAN 
a. Sekwan ttebagai Ptjabat Penila.i Kinerja 

l) Kedudukan 

KEPAt.A BAGIAH KEPALA BAGlAN 

I ""'""'* .. 

Pfl , .. !:. DAN 

--1i 
CJ • 

Garn bar 7. Kedudukan Sekretaris Dewan sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

2) Alur mekaniame kerja 
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Qambar 8. Alur Sekretaris Dewan sebagai Pejabat Penilai Kinerja 



b. Kepala Bagian Scbaga.i Pejabat Penilai Kinerja 
I) Kedudukan 

SE KWAN 

- --1 I. PEJABAT , 

l �'-,J 
Oambar 9. Kedudukan Kepala Bagia.n sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

1.3 DINAS/ BADAN 
a. Kepala Sadan atau Dinas sebaga.i Prjabat Penilai Kinerja 

IJ Kedudukan 

SEKRETARL\T 

BlDANG BIOANCi BlDANCi BlDANG 

'LICBLONPOKJP 
' ... 
' 

Garnbar IO Kepala Dinas sebagai Pejabat Pemlai Kinetja 1 



2) Alur mekanisme Kerja 

Gambar 11. Alur Kepala Badan/ Dinas sebagai Pejabat Penilai Krnerja 
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b. Sekretaris/ Kepala Bidang Dinas/ Sadan sebagai Pejabat Penilai Kinerja 
I) Kedudukan 

KEPAU. DIMAS/ 
BADAN 

Gambar 12. Sekretaris/ Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilm Kinerja 



1.4 BAOAN PENOELOLAAN KEUANOAN DAN PENDAPATAN OAERAH 

a. Kepala Badan sebagai pejabat penilai kinerja 

l) Kedudukan 

SEKRETARIAT 

BIDANG 

SUBBIDANG 

BIDANG 

SUBBIDANG 

BIDANG 

SUBBIDANG 

Bl DANG 

SUBBlDANG 

.-- --- 
' KELONPOK JF 

' ... 
•PIU1$W 

Oambar 13. Kedudukan Kepala Sadan sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

2) Alur mekanisme Kerja 
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Oambar 14 Alur Kepala Sadan sebagai Pejabat Penilai Kinerja t 



b. Sekrctaris/ Kepala Bidang sebagai Pcjabat Penilai Kinerja 
11 Kedudukan 

SUBBAG/ SUBBID 

-- ·1 
KELOMPOft JF � .•. 

,� "'tXStN" ·•l .. _ 

SUBBAG/ SUBBID 

1 
j 

•• 
Garn bar IS. Kedudukan Sekrctaris/ Kepa]a Bidang sebagai Pcjabat Pcnila.i 

Kinerja 

1.5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

a. Kcpala Pclaksana i,cbagai Pejabat Pcnilai Kinerja 
I) Kedudukan 

KEPALA BADAN 

UN SUR PENGARAH SEKRETARIAT 

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG 

Gambar 16. Kcdudukan Kcpala Pclaksa.na sebagai Pcjabat Pcnilai Kinerja t 



2) Alur mckAnismc kcrja 
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Gambar 17. Alur Kcpala Pclaksana scbagai Pcjabat Pcni.lai Kmcrja 

b. Sckretaris/ Kcpala Bidang eebegar Pcjabat Pcnilai Kincrja 

I) KccludukAn 
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Gambar 18. Kedudukan Sekrctaris/ Kcpala Bidang scbagai Pejabat Penilai t Kincrja 



1.6 SATPOL PP 

a. Kasatpol sebagai Pejabat Penilai Kinerja 
I) Kedudukan 

Sekretar1�1 

KABID KADID KABID KABID 

cx:=,�J 
Oambar 19. Kepa.la Satpol PP seba.gai Pejabat Penilai Kinerja 

2) Alur mekanisme kerja 
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Gambar 20. Alur Kasatpol sebagai Pejaba.t Penilai Kinerja I 



b. Sekretaris/ kabid sebagai pejabat penilai kinerja 
I) Kcdudukan 

KASUBBAG KASUBBAG 

Gambar 21. Kcdudukan Selcretaris/ Kabid sebagai Pejabat Penilai Kinerja 
L 1 RU MAH SAKJT Tipe C 

a. Direktur aebagai pejabat penila.i kinerja 
1) kcdudukan 

BAGIAN 

B!OANG 

SUBBIOANG 

BIOANG 

SUBBIOANG 

BIOANG 

SUBBIDANG 

BIOANG 

SUBBIDANG 
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�JF DAN ,l i �tsJ 

Garnbar 22. Kcdudukan Dlrektur aebagai Pejabat Penila.i Kinerj l 



2) Alur mekanisme kerja -Co,jo-- I 
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Gambar 23. Alur Direktur sebagei Pejabat Penilai Kinerja 
b. Kabag/ Kabid sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

1) kedudukan 

SUB BAG/ SUBBIO 

J 

SUB BAG/ SUBBID 

Garn bar 24. kedudukan Kepala Bagian/ Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja t 



1.8. RUMAH SAJUT Tipe D 
a. Dircktur sebagai pejabat penilai kinerja 

I) Kedudukan 

!JIIU Isl un 

KASUBBAG 
I 

KASI KASI 

Oambar 25. Direktur sebegai PeJabat Penilai Kinerja 

2. Alur mekaniame kerja 

Gambar 26. Direktur sebagai PeJabat Perul&1 KineIJa 
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1.9 KECAMATAN 

a. Camat sebagai pejabat penitai kinerja 
l) Kedudukan 

SEKRETARLAT 

SUB BAG SUB BAG 

KASI KASI 

r-�- - l�lF, 
Garn bar 27. Kedudukan Camat scbagai Pt;iabat Penilai Kinerja 

2) Alur mekanisme kerja 

Gambar 28. Alur Camat scbagai Pejebet Pemla1 KinelJa 
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1.9 KELURAHAN 

a. Lurah eebegai Pejaba.t Penilai Kinerja 
1) Kedudukan 

SEKRETARlAT 

<AS! KASI 

Oambar 29. Kedudukan Lu rah eebagai Pejaba.t Penilai Kinerja 

2) Alur mekanisme kerja 
,, ........ ...,. __ 

I 

- - - - -- - -- / - -- ,- -- - - --- .. -- , - ---- 
! 
� 

. -- .:,:.9?- 
.;,:. I - 1-- -- --1 ·-- , 

I - ! - ---- •I' -- -- .. 1. ·--- -- - ·.! --- --- -- . - - -- !l!I 
Oambar 30. Alur Lurah eebagai Pejaba.t Penilai Kinerja I 



1.11 UNIT PELAKSANA TEKNIS 

a. Kepala UPT sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

11 Kedudukan 

SUB BAG 

Oambar 31. Kedudukan Kepala Upt sc:baga.i Pejabat Penilai Kmerja 

2) Alur mekanisme Kerja ...,. ____ 
I 
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Oambar 32. Alur Kepala UPT sebagai Ptjabat Penilai Kinerja ' 
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KOPSURAT 

Pmrang, dd Mm YYYY 

Kepada 

Nomor : XJCCCX 
Sifat 
Lampiran· - 
Perihal : Permobonan P•libatan 

Angola Tim K•rja 

Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH 

dt- 
Temoa.t 

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi 

Pela.ya.nan PubWc dan Tata Laksana pada Bagian Organisaai Sekretariat 
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami 

mengajukan Pennintaan Anggota Tim Kerja atas nama : 

Nama : Xxxxxxxxxxxxx 
Pangkat : Xxxxxxxxxxxxx 
NIP : Xxxxxxxxxxxxx 
Jabatan : Xxxxxx.xxx:xm 

untuk ditugaakan menjadi anggota. tim kerja sub kegi.atan tersebut d1 
at.as dari ta.nggal 15 Januari 11/d 15 Februari 2023. 

Demikian disampaikan, at.as perkenaannya diucapkan terima 
kasih. 

a.n. BUPATI PIIIRAJIIO 
Sekretaria Daerah 

u.b. 
X+ N NM N N NWM N NM N .... 

••••••••••••••••• 
Pangkat: Xi.••••••™ 
Nip : XXXXXXXXXXXXX 

Tembus.an· 
1 ; 
2 ; I 



0-,,.s...t ,.,,.,1 • .,0 - ... A ..... n. K-,. 
Ldllr10ro•11W .. -°'1 I 

KOP SURAT 

Pinrang, dd Mm YYYY 

Kepada 

Nomor : Xxxx,c: 
Sil"at 
Larnpiran: - 
Perihal : Permobonan PeUbatan 

Anqot. Tim IC9rja 

Yth. KEPALA PERANGKAT OAERAH 

di- 
Tern oat 

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi 

Pelayanan Publik don Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami 

mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas Pegawai Negeri Sipil 

sebanyak .. ... ( •.•.•...... ) orang (daftar terlampir) untuk ditugaskan 
menjadi anggota tim kcrja pelaksana sub kcgiatan tersebut di atas 
dari tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2023. 

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan 

kasih. 

a.n. BUPATI PllfRAJlfG 
S.kntarla DaeRb 

u.b. 
Xx,+ I • ....,,.,,.,. N MN N MO,:,. 

terima 

Pangkat: Xx.u:xxxxxxxxxx 
Nip : XXXXXXXXXXXXX 

Tembusan· 
l ; 
2 ; I 



Lampiran Surat X.. w w waaawaaaa w N. 

Nomor : 
Tanggal: 

DAFTAR JfAIIA PEOAWAJ JIBGERI SIPIL YAJIIG DlA.JUKA!f IZIDYA 
t1lffUX MEll'JADI AlfOGOTA TIM KBRJA PEl,AKSAIIA 

SUB KBGIATAJf FASILITA81 PELAYAlfAJII PUBLIK DAii' TATA LAKSAJfA 
TAHUlf ABGGARAR .••.•.•. 

Renea- Un.Ian Tupw 
••• lfama/Paq;kat/Rlp Jabata.n PanupMa 

Dah.m Tlm 
I. Xxxxxxxxxxx Kepa)a Bidang ........... Anggo<a Mengawasi 

Pembina Sekretariat Pelaksanaan 
Nin. Xxxx 11 ™ Tim Tu··· 

2. Xxxxxxxxxxx K,_ Subbagian Anggota Tim Mendamp1ngi 
Penata Tic.I ........... Penyuaunan 
Nin.Xxl1111� SOPOPD 

3. Xxxxxxxxxxx Analia ........... Anggota Tim Mendampingi 
Penata Tk.l Penyuaunan 
Ni-.X1111111,11 SOPOPD 

a.a. BUPATI PIRRAll'O 
S.kntarlw O..el'UI 

u.b. 
X+MM I H HH MM INN H "', 

···············�· Pangkat: Xxmxxx.u.mxxx 
Nip : XXXXXXXXXXXXX 

I 



KOP SURAT 

Pinrang, dd Mm YYYY 

Kepada 

Nomor : Xxxxx 
Sifat 
Lampiran: - 
Pcrihal : Jawaban Penniataan 

A.nqota Tim K•rJ• 

Yth.Asistcn Adminitrasi Umum 

di- 
Temoat 

Sehubungan surat Saudara nomor: xxxxx, tanggal DD Mm YYYY, 
hal Pcnnintaan Anggota Tim Kerja, dcngan ini kami sampaikan 
kcpada Saudara be.hwa pegawai atas nama : ·­ Pangka< 

NIP 
Jaba.tan 

: Xxxxx.xxxxxxxx 
: X:.oocxxx:xx:rm 
: Xx.<xxx.,, h I II K 

: Xxxxxxxxxxxxx 

disetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tun kerja pc1aksana sub 
kcgiatan Fasilitasi Pl!layanan Public clan Tata Laksana pada. Bagian 

Organisasi Selcretaria.t Daerah Kabupatcn Pinrang dari tanggal 15 Januari 
s/d 15 Februari 2023. 

Demikian disampaikan, scbagai bahan proses selanjutnya. 

KEPALA PERAR"GKAT DAERAII 

............ 
Pangkat: XJ: I I• IO.XX 

Nip : Xxxxxxxxxx 

Tcmbuaan: 
I ; 
2 ; 



KOPSURAT 

Pinrang, dd Mm YYYY 

Kepada 

Nomor : Xxxxx 
Sifat 
Lampiran: - 
Perihal : Ja-ban Permlntun 

Angola Tim X.rja 

Yth.Asisten Adminitrasi Umum 

di- 
Tempat 

Sehubungan surat Saudara nomor: xxxxx, tangg.e.1 DD Mm YYYY, 
ha\ Pennintaan Anggoia Tim Kerja, dengan itu kami sampaikan 
kepe.da Saudara bahwa pegawai atas nama : 

Nama : XXXXXlOOCCXJl:X 
Pangkat : Xxxxxxxxxrm 
NIP : XJIJOCXJOOOOOOI 
Jabatan : Xxxxxxxxxxxxx 

Ttdak disetujui untuk ditugaskan mel\lad, anggota tim kerja pe\aksa.na 
sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Lakaana, berhubung 
adanya kegiaten mendesak yang harus dilaksanakan 
bersamaan. 

Demiklan disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya. 

KBPALA PBRAKGKAT DABRAH 

..... - . 

pada waktu 

Tembusan: 
I ; 
2 ; 

Pangkat: Xxxxxxxxxx 
Nip : X.,, • • • • ..xxx 

t 



1 1) 

KOPSURAT 

SURATTUOAS 
Nomor . 

Menimbang: a. bahwa . 
. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . 

b. bahwa . 
. . . . . . . . . . 

1. Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 2023 tentang Sistem 
Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang. 

2. Surat X•i::.:O:.+.C- ••••••• Nomor Tanggal Hal 
Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegratan dengan ini: 

Kepada Nama 
Pangkat 
NIP 

MENUOASKAN 

: Xxxxxxxxxxxxx 
'""'°""""= : X,.11,,,,,,,u 

Untuk 
Jabatan : Xxxxxxxxxxxxx 

I. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Togas 
untuk menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan Pubhk 
dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 

2. Surat Togas ini berlaku pada tanggal hingga , 
dan hasil pclaksanaannya dilaporkan accara berkala. 

3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang benJangkutan tetap 
harus memenuhi target kinerjanya pada Sadan Kepegawruan dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pinrang. 

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Oikeluarkan di Pinrang 
pada tanggal •......................... 

XEPALA PERARGKAT DAERAH 

_....!...!.._"...•.•,·,·.· .... , ••• •. 

Tembusan: 
l ; 
2 ; 

Pangkat: Xxxxxxxxx:< 
Nip : Xxxxxxxxxx 

f 



I c-. - ,..._I.Mt'""'""''-­ (llolfO, •• I el) 

KOPSURAT 

BURATTUGAS 
Nomor. . 

Menimbang: a. bahwa . 
......... . . . 

b. bahwa . 

Kepada 

Untuk 

I. Peraturan Bupab Pinrang Nomor Tahun 2023 ten tang Si stem 
Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang. 

2.Surat X+NNNIIMNNM I Nomor Tanggal Hal 
Pennintaan Anggota nm Pelakaana Kegiatan dengan ini: 

MENUGASKAN 

I. Nama 
Pangkat 
NIP 
Jabatan 

2. Na.ma 
Pangkat 
NIP 
Jabatan 

3. dst. 

1. Melaksanakan tugas ataaan dalam hal rni pemberi Pcrintah Togas 
untuk menjadi anggota tim pelaksana P'asilitasi Pelayanan Publik 
dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023. 

2. Surat Togas ini berlaku pada tanggal hingga , 
dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara berkala. 

3. Se\arna menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap 
harus memenuhi target kinerjanya pada Sadan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pinrang. 

Dcmikian Surat Togas im drkeluarkan untuk dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

Dikeluarkan di Plnrang 
pada tangga], . 

KEPALA PltRARGKAT DAERAH 

x,,,,,,. 

,Xxxxx= 
. Xxxx,,00110: 

: Xxxxx.u:xxxxx:x 
,><= 
: Xxxxxxxx.- 111 • 

: Xxxxxx,, ...... w 
,><= 
: Xxxxxxxxxxxxx 

iembusan: 
1 ; 
2 ; 

Pangkart Xccccccccc 
Nip . x .... I • ...,.:xx I 



BUPATI PJNRANG 
PROVINS! SUI.J\WESI SEU..TAN 

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG 
NOMOR TAHUN . 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PELA YANAN PUBLIK 
DAN TATA LA.KSANA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG 

TAHUN ANGGARAN . 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PINRANG, 

a. bahwa ; 

b. bahwa ; 

c. dan seterusnya ; 

I . . ' 

2. .. , 
3. 

MEMUTUSKAN : 
. ' 

Menetapkan : 

KESATIJ Membentuk Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 

Anggaran , dengan susunan keanggotaan sebagaimana 

tercantum dalam Jampiran yang merupakan bagian udak 

terpisahkan dan Keputusan Bupati ini. 

Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

adalah sebagai berikut: 

Pengarah Memberikan arahan dan melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

tim. 

KE DUA 

Penanggung Jawab a. memberikan pertanggungjawaban 

secara umum pelaksanaan kegiatan. 

b. melakukan koordinasi dalam hal 

penentuan kebijakan 

tugas tim. 
pelaksanaan t 



KETIOA 

KEEMPAT 

KEUMA 

Pelakse.naan tu gas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 

l.aksana dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pembcri 
Kerja. 
Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas 
Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata l.aksana Ungkup 
Pemerintah Kabupaten Pinrang bersumberpada APBD Kabupaten 
Pinrang Tahun Anggaran . 

Keputuse.n Bupati trri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal, . . 

BUPATI PINRANO, 

Tembusan Kepada Yth : 
I , ; 
2 ; 



I C-"'--K_,..,. "-{U,o, 
Uoll°'l,o I 1 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN BUPATI PJNRANG 
NOMOR TA.HUN . 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA 
FASIUTASI PE:LAYANAN PUBLIK DAN TATA 
LAKSANA UNGKUP PEMERINTAH 
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DTTUGASKAN 
UNTUK MENJAOI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA 

SUB KEGIATAN FASJUTASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 
TAHUN ANGOARAN . 

Rcncana Uraian Togas 
No. Nama/Pangkat/Nip Jabaum Pcnugasan 

Dalrun Tim 
I. Xmxxxxxxx Kcpa1a Bidang Anggota Mengawasi 

Pembina . . . . ...... Sckret.ariat Pclaksanaan 
N1p. Xxxx:xuxx:xx Tim Tuga, 

2. Xxxxx,. ••• ..,, Kcpala Subbagian Anggota Tim Mendampingi 
Pcnata Tk.l . . . . . . . ... Penyusunan 
Nip. X...•••..xxxxx SOPOPD 

3. Xmxxxxxxx Analis ........... Anggota T1m Mendampingi 
Pcnata Tk.l Penyusunan 
Nip. Xw.uxxx,. I SOP OPD 

BUPATI PINRANG, 

. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . I 



KOPSURAT 

KEPALA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN PINRANG 

KEPUTUSAN KEPALA. PERANGKAT DAERAH 
NOMOR TAHUN . 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PELA.YANAN PUBLIK 
DAN TATA LA.KSANA UNGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG 

TAHUN ANGGARAN 2023 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
Menimbang a. bahwa ; 

b. bahwa ; 

Mengingat 
c. dan seterusnya 

1. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ' ,. 
3. . . . . . . . . . . .. . . . . .... ' 

.........• 

. . 

Menetapkan : 

KESATU 

KE DUA 

MEMUTUSKAN : 

Membentuk Tim Kerja Fasliitasi Pelayanan Pubhk dan Tata 

La.ksana Lingkup Pemerintah Kabupalen Pinrang Tahun 

Anggaran , dengan susunan keanggotaan sebagaimana 
tercantum dalarn lamprran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Bupati mi. 

Togas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
adalah sebagai berikut: 

Pengarah Memberikan arahan dan melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
tim. 

Penanggung Jawab a. memberikan pertanggunpjawaban 
secara umum pelaksanaan kegiatan. 

b. melakukan 

pen en tu an 
koordinasi 

kebijakan 

da.lam ha.I 

pelaksanaan f 



KETIGA 

KE EM PAT 

KEUMA 

tugas tim. 

Pelaksanaan tu gas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 

laksana dilaporkan dan dipcrtanggungjawabkan kepada Pemberi 

Kerja. 
Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas 
Tim Kerja F'asilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Lingkup 
Pemerintah Kabupatcn Pinrang bersumber pad a APBD Kabupaten 

Pmrang Tahun Anggaran . 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal, . 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

Tembus.sn Kepada Yth : 
I ; 
2 ; 

t 



IAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH 
NOMOR TAHUN . 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA 
FASIUTASI PELAYANAN PUBUK DAN 
TATA LAKSANA UNGKUP PEMERJNTAH 
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANOGARAN 

DAFTAR NAMA PEOAWAI NEOERI SIPIL YANG DITUGASKAN 
UNT1.JK MENJAOI ANOOOTA TIM KERJA PELAKSANA 

SUB KEGIATAN FASILITAS! PELA.YANAN PIJBUK DAN TATA LAKSANA 
TAHUN ANGGARAN . 

Nama/Pangkat Rencana 
No. Jabatan Penugasan Umian Togas /Nip 

Dalam Tim 
I. Xxxxxxxxxxx Kepala B!dang ........... Ketua Tim Mengawasi 

Pembina Pelaksanaan 
Nip. Kegiatan 
Xxxxxxxxxxx 

2. Xx:..111100 K,pa!a Sub Bagian Anggota Tim Mendampingi 
Pcnata Tk.l ........... Penyusunan 
Nip. SOPOPD 
Xx:xJ, 0 0 I U.\X 

3. Xxxxxxxxxxx Analis ........... Anggota Tim Mendampingi 
Penata Tk.l Penyusunan 
Nip. SOPOPD 
Xxxx:111,, • 11 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . 
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KOPSURAT 

Nomor : X,ocxx 
Sifat 
Lampiran: - 
Perihal : Permohonan Pellbatan 

AnQot• Tim Kerja 

Pinrang, dd Mm YYYY 

Kepada 

Yth. KEPALA. PERANGKAT DAERAH 

di- 

Temcat 

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitast 
Pelayanan Publik dan Tata l.ak.sana pada Bagian Organisaei Sekretariat 
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami 
mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas nama . 

Nama : Xxxxxxxxxxxxx 
Pangkat : Xxxx:ooocxxxxx 
NIP : Xxxxuxxxxxxx 
Jabatan . Xxxxxxxxxxxxx 

untuk ditugaskan meajadi anggota tim kerja sub kegiatan tcrsebut di 
atas dari tanggal ISJanuari s/d 15 Februari 2023. 

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima 
kasih. 

a.n. BUPATI PIKRA1fG 
S.kretut. Dael"UI 

u.b. 
XNN NMNNMI"', 

Pangkat· x,,,.,,,,™ 
Nip : XXXXXXXXXXXXXX 

Tembusan: 
I ; 
2 ; 



KOPSURAT 

Pinrang, dd Mm YYYY 

Kcpada 

Nomor : Xxxxx 
Sifat 
lampiran: - 
Perihal : Permohonan Pellbatan 

Anqota Tim Kerj• 

Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH 

dr- 
Temoot 

Schubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi 

Pelayan(lll Pubhk dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023, dcngan ini kami 

mengajukan Pcrmintaan Anggota Tim Kcrja arae Pegawai Ncgcri Sipil 
acbanyak ( 1 orang (daftar terlampir) untuk ditugaakan 
mcnjadi anggota tim kerja pelaksana sub kegiatan tereebut di atas 
dari tanggal 15 Januari a/d 15 Fcbruari 2023. 

kasih. 
Dcmikian diaampaikan, atas perkcnaannya diucapkan 

a.n. BUPATI PllfRA!fG 
Sellntarl• Daerab 

u.b. 
XJ. I I NMMM M MM MI I"-, 

tcrima 

••••••••••••••••• 
Pangkat: Xxx:xxxxxxxxxxx 
Nip : XXXXXXXXXXXXXX 

Tcmbusan: 
l ; 
2 ; 
3 ; 



I '°"""" - -· -- A- n. W,,,.1.t6111 l I . (}n,,w/{lb,lml-J . 

Lampiran Surat X :x,, .....::.+.: •= 
Nomor : 
TanggaJ : 

DAFTAR RAJIIA. PEGAWAl REOERI SIPIL YA!IO DIAJVKA!f IZI!fflYA 
UlITUK IIIEJfJADI An'GGOTA TIM KERJA PELAlCSAlfA 

SUB KEOIATAII' FASILITASI PELA.YAJl'An' PUBLDt DAii' TATA LAKSAJfA 
TAJIUlf AllfOOARAB ....••••• 

Rencana ••• Rama/ Paft&;b.t/1'1p Jabatan Penupaaa Uraian Tugas 
Dalam Tim 

I. Xxxxxxxxx,x Kepala Bidang Anggota Menga.wasi 
Pembina ........... Sekrctariat Pelaksanaan 
Ni�. Xxx,, • ..:xxxxx Tim Ke a<an 

2. Xxxmxxrn Kepala Subbagian Anggota Tim Mendampingi 
Penata Tk.l . . . . . ..... Penyusunan 
Nin. XXlOCOOOOCXX SOPOPD 

3. Xxxxxxxxx,x Anal is ........... Anggota Tim Mendampingi 
Penata Tk.l Penyusunan 
Ni-. XXlOCOOOOCXX SOPOPO 

a.n, BUPATI PJRRARQ 
S.Juetaria Da,rab 

u.b. 

x.,. --------- • 

•••••••••••••••••• 
Pangkat: Xx:xxxxxxxxxx.x 
Nip : XXXXXXXXXXXXXX t 



KOPSURAT 

Pinrang, dd Mm YYYY 

Kepada 

Nomor : Xxxxx 
Si fat 
tempean: - 
Perihal : Ja-ban PennJntaan 

Anffota Tim Karfa 

Yth. Asisten Adrninitrasi Umum 

di- 
Tern oat 

Sehubungan surat Saudara nomor : xxxxx, tanggal DD Mm YYYY, 
hal Pennintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan 
kepe.da Saudara bahwa pegawai atee nama : 

Nama 
Pangkat 
NIP 

: Xxxxxxxxxxxxx 
: Xxx:xx:,a •••• "' 
: Xxxxxxxxxxxxx 

Jabatan : Xxxxxxxxxxm 

drsetujut untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana sub 

kegiatan F'asilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian 
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dari tanggal 15 
Januari s/d 15 F'ebruari 2023. 

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya. 

KKPALA PERAll'GKAT DAERAH 

X..wwMMii..'::..'i::.. Mill 
Pangkat: XXXXXXlCXlO( 
Nip : Xx,,,•,, ucx 

Tembusan: 
I ; 
2 ' ; 



KOP SURAT 

Ptnrang, dd Mm YYYY 

Kcpada 

Nomor : Xxxxx 
Sifat 
Lampiran: - 
Perihal : J•waban PennJnthn 

Angola Tim Kerj• 

Yth.Asist.en Adminitrasi Umum 

di- 
Temoot 

Sehubungan surat Saudara nomor: xxxxx, tanggal DD Mm YYYY, 
ha! Permintaan Anggota Tim Kcrja, dcngan ini kami eampaikan 
kcpada Saudam bahwa pegawai atas nama : 

Narna : Xxxxxxxx.v.xxx 
Pangkat : Xo:.c••rn 
NIP : Xxxxxxxxxxrn 
Jabatan : Xxxxxx.xxxxm 

Tidak mcnycutjui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kcrja 
pelaksana sub kcgiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, 
berhubung adanya kegiatan mendesak yang harus dil.aksanakan pada 
waktu bcrsamaan. 

Demilaan diaampaikan, ecbagai bahan proses eclanjutnya. 

K.EPALA PERAllfGKAT DA.ERAH 

Tcmbusan: 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ; 
2 ; 

XNNMNNMMIU MM 

Pangkat: Xx,, •••• .:xx 
Nip :X,owo<JOO( 

I 



XOPBURAT 

Menimbang: a. bahwa . 
... ······························· ······ ·············· ··········· 

b. bahwa . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . 
I. Peraturan Bupatl Pinrang Nomor Tahun 2023 ten tang Sistem 

Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang. 
2. Surat X,,, ••••..;a+w,c Nomor Tangga.l Hal 

Pennintaan Anggota Tim Pelaksana Kcgiatan dengan ini: 

MENU GAS KAN 

Kcpada •=· Pang)aH 
NIP 
Jabatan 

Untuk I. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemben Perinta.h Tugas 
untuk menjadi anggota tim pelaksana Fasihtaai Pelayanan Publik 
dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Dacrah 
Kabupaten PinrangTahun Anggaran 2023. 

2. Surat Togas ini berlaku pada tanggal hmgga , 
dan basil pelaksanaannya dilaporkan eecara berkala. 

3. Selama menjalankan tugas dtmaksud, yang bersangk:utan tctap 
harus memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupatcn Pinrang. 

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan 
11ebagaimana mestinya. 

Dikeluarkan di Pinrang 
pada tangga], . 

XEPALA PERAlfGXAT DAERAII 

•••• •• •• •. •. •. • .•• •.!._•. •• 

Tembusan: 
I , 
:J •.•...•.••..............•........• ; 

Pangkat: Xx,, ....... 
Nip : Xxxxrmxx 



KOPSURAT 

SURATT\JOAS 
Nomor: . 

Menimbang: a. bahwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . .. . . ' . 

Daear 

Kepada 

Untuk 

b. bahwa . 
. .. .. . . . . . 

l. Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 2023 tentang Sistem 
Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang. 

2. Surat XJUww 11 w++w,c Nomor Tanggal Hal 
Pemtintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan tni: 

MENUGASKAN 

1. Nama 
Pangkat 
NIP 
Jabatan 

2. Na.ma 
Pangkat 
NIP 
Jabatan 

3. dst. 

1. Melaksanakan tu gas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas 
untuk menjadi anggota tim pe\aksana Fas1litasi Pelayanan Publik 
dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023. 

2. Surat Tu gas ini berlaku pada tanggal hingga , 
dan basil pelaksanaannya dilaporkan secara berkala. 

3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap 
harus memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupatcn Pinrang. 

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan 
.ebagaimana mestinya. 

Dikeluarkan di Pinrang 
pada tanggal, . 

KEPALA PltRAll"OKAT DAERAH 

' .·.·.··········"-"·"� 

: Xxxxxxxx.xxxxx 
: Xxx.xx.xxxxxxxx 
'""'== ·""'== 
'""'== : Xxxxxxxxxxxxx 
'""'== : Xxxxxxxxxxxxx 

Tembusan: 
I ; 
2 ; 

Pangkat : Xxxxxx.v.xx 
Nip :� t 



TimK"i'/U...- I 

BUPATI PINRANG 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

KEPUTUSAN BUPATI PINRANO 
NOMOR TAHUN . 

TENT ANO 

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASIUTASI PELAYANAN PUBLIK 
DAN TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG 

TAHUN ANGOARAN 2023 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan : 

KESATIJ 

a. bahwa ; 

b. bahwa ; 

c. dan seterusnya ; 

I . . ' 

2. . . . . . . . . . . . . . ' 
3. . ' 

MEMUTUSKAN: 

Membentuk Tim Kerja Faaititasi Pelayanan Publik dan 

Laksana Lingkup Pemerinrah Kabupaten ?inrang 

T,ta 
Tahun 

KEDUA 

Anggaran , dengan susunan keanggotaan 11Chagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

Togas Tim Kerja sebagaimana drmaksud pada Diktum KESATU 

adalah sebagai benkut: 

Pengarah Memberikan arahan dan melakukan 



Penanggung Jawab a. memberikan pertanggungjawaban 

KETIGA 

KEEMPAT 

KEUMA 

eecara umum pela.ksanaan kegiat.an. 
b. melakukan koordinasi dalam ha! 

penentuan kebijakan pelaksanaan 
tugas tim. 

Pelaksanaan tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 
Laksana dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemberi 
Kerja. 

Segala biaya yang timbul :,ehubungan dengan pelaksanaan tugas 
Tim Kerja Fasilit.a&i Pelayanan Publik dan Tata L.a.kaana Lingkup 
Pemenntah Ka bu paten Pin rang bersumber pada APBD Kabupaten 
Pinrang Tahun Anggaran . 
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada t.anggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal, . 

BUPATI PINRANG, 

................................. 

Tembusan Kepada Yth : 
1 ; 
2 ; 



- --- 

LA.MPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATJ PINRANG 
NOMOR TAHUN •...... 
TENTANO PEMBENTUKAN TIM KERJA 
P'ASIUTASI PELAYANAN PUBLJK DAN TATA 
LAKSANA UNGKUP PEMERINTAH 
KABUPATEN PINRANO TAHUN ANGGARAN 
2023 

DAF'TAR NAMA PEOAWAl NEGERI SJPIL YANG DITUGASKAN 
UNTUK MENJADI ANOOOTA TIM KERJA PELAKSANA 

SUB KEGIATAN !i'ASIUTASI PELAYANAN PUBUK DAN TATA LAKSANA 
TAHUN ANOGARAN ...•••.... 

Rencana 
No. Nama/Pangkat/Nip Jabatan Penugasan Uraian Togas 

Dalam Tim 
I. x,,,,™ Kepa.la Bi dang Anggota Mcngawasi 

Pembina ........... Sckretariat Pelakaanaan Nit'.� I IOOl,CX Tun Kegiatan 
2. "'°"""""' Kcpala Subbagian Anggota Tim Mendampingi 

Penata Tk.l .......... Penyusunan 
Nin. Xxx11111ica SOPOPD 3. Xxxxxxxxx,a Analis ........... Anggota Tim Mcndamping, 
Penata Tk.l Penyusunan 
Nin Xrn••uxxx SOP OPD 

BUPATI PINRANG, 

................................. 



KOP SURAT 

KEPALA PERA.NOKAT DAER.AH 
PROVINS! SULAWESI SEI.ATAN 

KEPU1'JSAN KEPAJ..A. PERANGKAT DAERAH 
NOMOR TAHUN . 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PELAYANAN PUBLIK 
DAN TATA LA.KSANA UNGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG 

TAHUN ANGGARAN 2023 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 
Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa ; 
b. bahwa ; 
c. dan seterusnya ; 

I . . ' 

2. . ' 
3. . ' 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KESA TU Membentuk Tim Kerja Fasihtasi Pelayanan Publik dan Tata 
La.ksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 

KE DUA 

Anggaran 2023, denge.n susunan keanggotaan sebaga.imana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian udak 

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

Togas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
adalah sebaga.i benkut: 

Pengarah Memberikan arahan dan melakukan 

::.gawaaan terhadap polakaanaan tugee 

1 



Penanggung Jawab a. memberikan pertanggungjawaban 

-- 

KETIQA 

KEE MP AT 

KEUMA 

secara umum pelaksanaan kegsatan. 
b. melakukan koordinasi dalam hal 

penentuan kebijakan pelaksanaan 
tugas tim. 

Pelaksanaan tugas Tim Kerja F'asilitasi Pelayanan Publik dan Tata 
La.ksana dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemberi 
Kerja. 

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas 
Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Lingkup 
Pemerintah Ka bu paten Pin rang bersumber pad a APBO Ka bu paten 
Pinrang Tahun Anggaran 2023. 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal, . 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

··············································· 
Tembusan Kepada Yth ; 
l ; 
2 ; 

t 



I =-·· .. Ktit----tt..1o,1.1 ..... 
LAMPI RAN 
KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH 
NOMOR TAHUN . 
TENTANO PEMBENTUKAN TIM KERJA 
FASILITASI PELAYANAN PUBLlK DAN 
TATA LAKSA.NA. LINOKUP PEMERJNTAH 
KA.BUPATEN PfNRANG TAHUN ANGGARAN 

OA.FTA.R NAMA PEGAWA! NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN 
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PElAKSANA 

sue KEGIATAN F'AS[UTASI PELA YA.NAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 
TAHUN ANGOARAN . 

Rencana 
No. Nama/Pangkat/Nip Jabatan Penugasan Dalam 

Tim 
I. Xxxxxxxxxxx Kepala Bidang ........... Anggota 

Pembina Sekretariat Tim 
Nin. X• 11111 IOOOI. ,. == Kepala Sub Bagian .......... Anggota Tim 
Penata Tk.l 
Nin,Xx,,11uxxxx 

3. Xxxxxxxxxxx A.nalia ........... Anggota Tim 
Penata Tk.l 
Nin,Xx,c,m 

KEPALA PERANGKAT DAERAH, 

.......................... ·············· 

I 



Larnpiran 
Surat Togas Kepala Bagian Organisasi 
Nomor 
Tanggal : 

DAFTAR PENUGASAN TIM BAGIAN ORGANISASI 
UNGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG 

TAHUN ANGOARAN 2023 
RO JABATAJI' RAMA TVGAS 

DALAl(TIJ( 
I PENOAWAS Syamsumarlin, SS., M.Si a. menentukan 

Pembina pelaksanaan tu gas 
NJP. 19740804 200212 I 006 dawn bentuk hm/ 
Kepala Bagian Organiaaai individu 

b. memberikan arahan 
clan ekspektasi kinerja ,. memfasilitasi 
penugasan lintas 
bagian, perangkat 
daerah/ unit kerja, dan 
a<au instansi 
pemerintah 

d. melakukan koordinasi 
pclaksanaan tugas tim ,. rnelakukan monitoring 
d= evaluasi eecara 
berkala 

r. memberikan 
rekomendasi penilaian 
ketua tim dan anggota 
kepada pejabat penilai 
kineria 



, 

,. KETUA TIM Fitriani Aska, S.STP., M.Si a. menyuaun rencana 
Pembina kegiatan sebagai 
NIP. 19740804 200212 I 006 pedoman pel.aksanaan 
Analis tugaa. 

b. Mclakukan fasilitasi 
koordinasi dan 
konsultasi terkait 
tatalaksana 
pemcnntahan 

c Melakukan fasilitasi 
sosialisasi/ bimtek 
terkait tatalaksana 
pemetintahan 

d. Melakulum konsultasi 
dan koordinasi dengan 
biro terkait tatalaksana 
pemerintahan ,. Mcngoordinasikan •= menyusun rancangan 
produk hukum, 
penetapan peraturan 

""'" pengaturan 
bldang tatalaksana 
pcmerintahan. 

3. Anggota Imam Hidayat Akbar, S.STP., •• Melakukan faeilitaai 
M.Si koordinasi dan 
Penata Muds konsultasi terkait Peta 
NIP. 199810142021081001 Proses Btenie dan SOP 

b. Melakukan Koordmasi 
dan Konsultasi terkait 
Pera tu ran Perundang- 
undangan yang 
mengatur tentang Peta 
Proses Bisnis dan SOP ,. Menyusun peraturan 
daerah/ kebqakan 
tcrkait penyusunan 
Peta Proses Bisnis dan 
SOP 

d. Melakukan rapat 
internal terkail 
penyusunan SOP dan 
Peta Proses Bianis ,. Melakukan rapat 
intemal terkait 
penyusunan peraturan 
Tata Naskah Dinas dan 
Pakaian Dinas 



Akbar Putra MN. a. Melakukan rasilitasi 
Pengelo\a Data koordinasi d= 
NIP. 19761230 200701 I 011 koneultaai terkait Peta 

Pelayanan Publik 
b. Melakukan Koordinasi 

dan Konsultasi terkait 
Pera tu ran Perundang- 
undangan yang 
mengatur tentang Peta 
Pelayanan Publik ,. Menyusun peraturan 
daorah/ kebijakan 
terkait penyusunan 
Pelayanan Publik 

d. Melakukan .. .. t. 
internal terkait 
penyusunan lnovasi. 
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